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(Kasus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
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Abstrak

Pegawm Negen Sipil merupakan sumber daye manusia vang harus ada pada organisas peme-
rintalian karena peranananya sangal pemting, dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, oleh
karcna itu dibuuhkan Pegowal Megeri Sipil yang Profesional, benanggung jawab, jujur, adil dan
Bermoral melalui pembinaan karer yvang dilaksannkan berdasarkon sistim mert sistim, yong
tertuang didatam Undang-undang Nomor 5 fahun 2004 Tentang Aporaiur Sipil Negara, Di dalam
pelaksanaan dan penvelenggaraannyn banvak mengalami kesulitan-kesulitan schingga memertukan
pengaturan dan pembinaan yang sebaik-baiknya, termasuk dalam proses pengungkatan pegawai
untuk menduduki jabatan struktural, Berdasarkan latar belakang kedudukan Pegawai Negeri Sipil
datam jabatan struktural haruslah dilakukan secara efektif atan sesuai denpgan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, karcna kedudukan jabatan strukturnl sengatlah rentan dengan peayim-
pangan-penyimpangan atou kepentingan pribadi yang mendominasi seperti Kepentingan politik,
kerabat kelunrga dan lain-lain, Metode penelitian. yang diguankan dalam Penulisun ini adalah
yuridis normatif yaitu penelitian hukum vang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan juga
sekunder yang lebih luas melipot bahan rujukan seperts dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah atau risalah perundang-undangan dibidang Kepegawaian. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara mengadakan telaah bshan pustaka dan studi dokumen. Dar hasil penclitian dapat
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaon undang-undang kepegawaian yang berlaku sast i wmasih
terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses pengaturan sistem pembinsan karer atau dalam
kebijakan menempatkan suptu jobotan struktural dalam birokresi pemerintahan,bal ini karena datam
pencmpatan pejabal tersébut lebih pads kepeniingon politik, perkawanan, balas jasa dan lain
sehagaimya,

Kata Kunei : Karier Pegawal Negeri Sipil. penempatan Jabatan Strukiural

Abstract
Civil Servants are homan resources thal anesl exisi (e goversmant organizallons a8 pevanamanyg
vary impartant, in  implementing  fhe Nafional Developmem, therefore, necessary thhar rthe
Professional Civil Sevvice, responsible, honest, fair and moral through career coaching conducted
by the system of merit sysiem, as stipulated in Law No, 5 of 2014 On State Civil Apparatus. In the
execution and implemeniation experience any difficulties that regquive regwlation and puidance as
well as possible, including the recruitment process for structiral positions. Based on the
background of the Civil Service position in the structural position showld be done effectively or in
accordance with the legislation in force, because the structural position ix very vulnerable position
with deviations or personal interests that dominate such political interests, relatives and others, The
method wsed in this weiting is that normative juridical legal research done by examining primary
data and secondary also broader include reference materials such as official dociments issued by

" Mahasiswa Program Pasca Surjana 83, Progrom Doktor lnw Hukum Universitss Borobudur Takaris

141



Jugsral Les Liveums, Vol 1, N I Sund 2005, el 1D = 1ES

the gavermment or the minutes of legislation in the field of emplayment. Deata collection was done
by conducting research and siudies document library materials. From the results of this study
concluded that the implementation of the employment lows in force there are sull weaknetses in Hhe
process of caveer guidance system seftings or the policies put in place a siructural position in the
civil service, it is because of the placement of the officials more on political interests, eomradeship,

remmneration and so forth.

Keywords: career civil servant, the placement of structural positions

I. Latar Belakang Masalah

Pembongunan  Sumber daya manusia
merupakan suatu permasalahan yang dibadapi
oleh Negam maju maupun negama berkem-
bang. Pelaksanaan hukum dibidang kepega-
wamn yang, berperadaban modem, demaokra-
tis, adil, dan bermoml tinggi, sangat digerlu-
kan bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupa-
kan unsur aparatur negar yang beriugas seha-
gai nhdi masynrakat yang menyeleggarakan
pelayanan secara adil dan merata. menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh
kesctinen kepadn Pancasila dan Undang-un-
dang Dasar 1945 ',

imtuk mewnjudkan penyelenggaraan -
gas pemenintah dan pembangunon diperiukan
Pegawai Negerd Sipil Yang profesional, ber-
tanggungjawab, jujur dan adil serts mempu-
nyai moral yang bagus, melalui pembinaan
yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi
kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pa-
da sistem prestasi kerja.

Sistem prostasi kerja adalah sistem ki
nerja objektif Pegawm Negeri Sipil dalam
menjalankan tugasnya berdnsarkan  kompen-
wensinya. Dengan demikian, diperolch penilas-
an yang objekiif wrhadap kincrjanys®, Penye-
sunan standar Kompetensi jabatin merupakan
kegiatan dinamis, dengan mengikuti perkem-
bungan ilmu pengetahuan dan tekmologi, stan-
dar Kompetensi Jabatan harus selaly dievalua-
si sesuni dengan kebutuhan dan perkembangan
mganimi],

! Amhas Teguh Sulistivani, 2004, Memahan! Good Go-
vermimee. Dalam  Peapehilf Sumber Dava Moo,
Yagyakarts: Fenerbit Gaya Media:

* Hanif Nurcholis, 2007, Toard dm Prokilk Pemer{nta-
bt dhent oot Daerah, Jekaria: Grafindo

! Handoka T, 1998, Mrngjemen Personclia dan Simber
Dy Miznuxta, Yogynkarta: BPFE
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Pepawai negerl mempunyal  peranan
yang amat penting scbab Pegawii Negen me-
rupakan unsur aparamr negar untuk menye-
lenggarakan pemerintah dan pembangunan da-
lam rangka mencapsi tujuan negara. Kelan-
caran pelaksanaan pemerintsh dan pembangu-
nan nasional tenstama sckali terganung pada
kescmpurnaan aparatur negerd yang pada po-
koknya tergantung juga dari kesemnpurnasn
pegawal negeri (sehagui bagian dan sparatur
negara)

kepentmgan publik adalah sentral, maka
menjadikan sdministrator publik schagai pro-
fesional yang proaktif adalah mutlak. yaiw ad-
ministrater publik yang selalu berusaha me-
ningkatknn responsibilitas objektif dan sub-
Jektifnyn sers meningkotkan akiualisasi diri-
nva. Dengan semakin bertambahnya volume
dan kompleksitas migas-tugas lembaga peme-
rindahan maka Enggungiawab administrasi se-
miakin besar pla.

Hakckat fungsi pemerintah (pejabat ad-
ministrasi) adulah sebagal pelayan masyarakat,
vang berujung adalah kesejahteraan masya-
rakat vang dilandasi dengan kepastian hukum
idom kesesuaton subsiansi bukum dengan bu-
daya hukum masyvarakal. Hal ini disertai de-
ngan strukiur sebagai pelaksana hukum yang
profesional dengan cam proporsional’. Pelak-
sanan kewibawaan pemerintah akan melahir-
kan pemermitahan vang bersih don berwibawa.
Hal ini berlaku jika pemerintah bertindak ber-
dasarkan hukum sebagai pangkal lahimya pe-
merintahan yang bersih. Pemerintahan discbut
berwibawa, mana kala ketentuan perundang-
undungan memuat sistem nilai masvarakat ber-

¥ Musanef, 1996, Maonnjeman Kipegawatan ol fndkoni-
ir, 6. 2. Jilih 1 Cet. 1, Jakarta : Gunung Agung
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kenzzn dengan objek yang diturnya”.

Sccars umum permiasalabian yang dibia-
Ssp oleh birokrasi Indonesia berkennin de-
sgun Sumber Davs Manusia (SDM). SDM
svang dimoksudkan adalah Pegowa Negeri Sie
sl yang ditempalkan don bekerja Ji linghu-
sgan lirokmsi baik Pemcrinmh Pusat maupun
Pemgrmtah Dperab dalam menjolunkan tugas
sckok dan fungsi sebagaimvana welab ditetap-
ban

Permasalahan versebut antarn lain besar-
sya jumlah PNS don tingkat pertumbuhaen
yang tnggi dari tabun ke whun, rendabnyva
hmalites dan ketidakscsuainn kompetensi yang
Semiliki, kesalahan penempatan dan ketidakje-
tesany jalur karier yang dapat ditermpuh®,

Hal inipun terjadi di Pemerintah Provins
Discrah Khusus Thukota Jakarts, dimana Sejak
seralihnya Kepemimpinan dan Faugy Bowo
wepada Joko Widodo, telah terjad) beberap kali
sotasi/mutist pejabat strukiural secara besar-
scsaran terhadap perangkal deerah ol de-
=i jstlal Joko Widodo adatah felung joba-
= vt Lelong Jabaton Lurah dan Camat, le-
Lmg Jabaton terhadap Hadan Pelayannn Ters
sada Satu Pintu dan Pejahu Struktural lainya

Uniik  memenuhi  tuntutan  Peraturn
Daerah Proving Doernh Khasus [hokot Jas
karta Nomor |2 thun 2014 tentang Organisasi
Prrangkat Daemb tedhndsp Reknumen Pejabat
Seruktural don esselon IV s/d 11, maka dilaku-
kan seleksi terbuka yang dilikukan oleh Bakim
soepeguwninn . Daerah, seleksi rerboka dilaku-
kan secara bertahap dunl mulai exselon 1 s/d
IV, dengan maten seleksi yang berboda antam
saselon 11 < 11 dan 1V, seleksi terbuka dinkhin
dengan axsement, dalam tahapan seleksi terse-
tut sebelum diomumkan ada tahapan yang -
ak terbuka yrit Baperjakat (Badan Mertimba-
mgan Jobatm dian Kepangkatun), dalam proses

_~Siperjakat yang duduk dainm Tim Baporjakat

sckalah mereka yang telab dikondinisikan oleh
Pimpinan Tertinggi di Daeral (Guberur) akan
mendoduki sebagai Pejabat Strukiural pada
essclon 11, sehingga terlihat bahwa pola seleksi
serbuka ini hanyn bersifat pencitman belaka,

" Modkijat, 2000, Perciconacn Dan
Lartar Prgowad, Handung ; Renajh Hosdokarys
" Nusnggolan, 1987, H..whml Pegawel Negeri Sipil,
sbarin: Perifa

Miesen Audywra

yang mengakibakan banyaknya Pegawil Ne-
geri Sipil Dacrah Provinsi DRI Jakarta yang
dirugikan, hal ini karens reknutmen pejabat
esselon 11 &/d 1V yang tidak sesual dengan Pe-
raturan Pemerinah Nomor (00 whun 2000
temtang Penpungkatan Pegawai Negerl Sipil
dalam jabatan Strukural jo. Peraturmn Peme-
rintah Nomor 13 wmhun 2003 tentang Peniba-
han atas Peraturan Pemerintab Nomor 100 ta-
hun 2000 tentang Pengangkatan Pegawni Ne-
geri Sipil dalam jabatan Struktural,

Dengan terbitnya  Undang-undang No-
mor 5 Tahun 2004 1entang Aparatur Sipil Ne-
jarn, maka jelaslah bohwa Tujuan diri terben-
juknys Lndapgomdang ini yang merupakan
terobosan baru dalum penyelenggaraan negara,
sehingga diharnpkan tugas dan fungs) Penye-
lenggarn megar, dapat berjulan dengan bhaik
sesupi dengan tjuan negam yalin menyejah-
terakan rakyat

Berdasarkan hal terschut  distas - maka
prenulis fertank untuk mclakukan analisis ter-
hadup kebijokon Pemerintah Proving Dacral
Kkbusus [bukols Jakarts dalam hal Pengong-
katan Pepawm Meger Sipil dolam  Jabaun
Struktural  dengan  Judul “Analisis Hukum
Pembinsan Karier Pegawnl Negerd Sipil yang
Profestonal (Studi Kasus Pemerintobh Daeral
Blusts Ihukota Jokarta)"”,

1. Rumusan Masalah
I. Bagaimana Pembinaan Karier Pegawai
Negen Sipil (PNS) berdasarkan pera-
turan perundangan
i. Boguimana Poln Kaner PNS di Pemnda
D) Joakurta?

TIL Tujuan Penclitian
Berdusarkan pormasalabian yang dikemi-
kakan diates, adapun twjuan perielinan adalah ©
1. Untak Menganalisis Aspek  Hukum
Pembinaan  Karier PNS  berdasarkan
peraturan perundangan
2 Unmk Menganahsis Pola Karier Pegn-
wai Negen Sipil / Aparatu Sipll Negara
di Pemerintah Provingi Dacrah Khusus
Ikt Jakarta.

IV, Metodologl Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pende-
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katan yuridis normanif, Penclitian yuridis nor-
matif adalah pevelitian doktrin-doktrin atau
asas dalam ilmu hukum baik yang terdapar da-
lam Peraturan perundang-undangan maupun
vang terdapat dalem Pernturan daerah.

Tipe penclitian yuridis oormatif berda-
sarkan pada Undang-undang Nomor § Tahun
2014 tentung Aparatur Sipil Negara (ASN),
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ten-
tang Pemerintahan Provinsi Dazerah Khusus
Thukota Jakarta schagai lhukota Negara Kesa-
tuan Republik Indonesia, Peruturn Pemerin-
tah Nomor 100 Tahun 2000 teatang Pengang-
katan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
Soukural Jo, Peraturan Pemermtha Nomor 13
tahin 2003 tentang Perubahan ates Peraluran
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2040 entang Pe-
ngangkatan Pegawa) Negen Sipil dalam jaba-
tan Strukura! din Peraturun Daerah Provinsi
DKl Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Dae-
ruh Khiusus fhokota Jakaria

V. Kerangka Teorl

A, Teori Negara Hokum

D1 dalom negara hukum, sefiap aspek
tindakan pemerintahan baik dalam Hpangan
pengaturan meupun dalam lapangan poelayinan
horus didasarkan pada peraturan perundang.
undangan atan berdasarkan pada legalitas.
Artinya pemeriniah tidak dapat  melakukan
tindakan pemerintahan fanpa dasar kewona
ngan.

Unisurstinsur ving berlaku umum bagi se-
tiap negara hmkum, yakni sebagai berikut :

1} Adlanya suatu sistem pemeriniahan ne-
gara yang didasmkan atns kedaulatan
rakyat,

1) Bahwa pemenintil dalam melaksana-
kan rugas dan kewdjibannys hams ber-
ilazar atas hikun aiau peratuman perun-
dang-undangan.

3) Adanyas jaminan terhadap hak-hek
A58%1 THANATA [ Warga egarj,

4) Adanys pembagsan kekuasaon dalam
negara.

5) Adanya pengawasan dari badan-badan
peradilan (rechierlifke comrolel yung
bebas dan mandiri, dalam ani lembaga
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peradilan  terschut benar-benar  tidak
memihak dan udak berada di bawah
pengaruh eksekuiil alaupun pihak lai-
nmya.

6) keikwisertaan dan peran yang nyata
dan anggota-angeota masyarakal atau
warga negara entuk linut serta menga-
wasi perbuntan dan pelaksanaan kebi-
jaksangan yang dilskukan oleh peme-
nintah.

7) Adanya sistern perekonomian yang da-
pal menjamin pembagian yang merata
sumber daya yang diperlukan bagi ke-
makimuran wargs negam.

Prinsip pokok dalam negara  hukuin
adalah sebagal berikut ©

1. Supremasi Hukum (Csupremacy of law),

Adanya pengakuan pormatif dan om-
pirik akan prinsip supremasi hukum,
yaity bahwa semua masalah diselesa-
kan dengan hukum schagal pedoman
lertinggl, pada hakikaloya pernimipin
lertingei megara yang sesungguhbnya,
bukanlah manusia, fetapi  komstitusi
vang mencerminkan hukum yung ler-
linggi, Penpakuan mormailie mengenai
supremasi hokum  adalah pengakusn
yang tercermin dalam perumusan hu-
kum dan/oton konstitus, sedangkan pe-
ngakuan empirik  adalah pengakuan
vang tercermin dalam perilaku schagi-
an lerbesar masvarakatmyn bahwa hu-
Kum it memang *supreine”,

Persamann  dalam  Hukum  (equality
before the law)

Adanya persamagn kedudukan scliap
orng dalum hukurm dan pemerintahian,
vang diakui secara norman{ dan dilak-
samakin sccarn cmpink. Sikap yang
bersifur diskriminatif dalam segala ben-
tuk merepakin tindakan yang melang-
par Hukum, schingga hal tersebut dils-
rng.

3 Asas lepglitis.

Dalam sctiep Negarn Hukum, dipersys-

ratkan berlakunya asas |egalitas dalam

segala bentuknyn (due process of low),

b

" Hotma P. Sibues, 2002, dsar Negara Hukiom Peraii-
rev Kebjjakan & Asav-mess Deum Pemerimichon weng
balk, Jolcarte: Erlangga.
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vaitu bahwa segala tindakan pemenn-
tahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan ter-
wlis. Perawran perundang-undangan
teriulis tersehut harus ada dan berlaku
lebih duly atau mendahului tindakan
atau perbustan administrasi yang dila-
kukan. Dengan demikian, senap perbu-
atan atau tindakan administrasi harus
didasarkan atay afuran atau ‘roles and
procedures” (regels),
4. Pembatasan kekuasaan.

adanya pembatasan kekussaan Negam
dan organ-organ Negara dengan cam
mencrapkan prinsip pembagian kekua-
saan scoara vertikal atau pemisahan ke-
kuasaan sccara horizonial. kekuasaan
pasti memiliki kecenderungan untuk
berkembang dan menjadi kesewenang-
wenang, seperti  dikemukakan oleh
Lord Acton: “Power temds fo corrps,
and abwoluie power corrupls absolure-
B, Karena jlu, kekussaan selalu harus
dibamasi dengan carn meminsah-misah-
kan Kekuasaan ke «dalam cabang-ca-
hang yang bersifar “checks ond balan-
ces” dalam kedudukan yang sederajat
dan saling mengimbangi dan mengen-
dalikan satu sama lain. Pembatasan ke-
kuasaon juga dilakukan dengan mem-
bagi-bagi kekossaan ke dalam bebera-
pa organ yang tersusun secara vertikal,
Dengan begitu, kekunsaan tidak tersen-
tralisasi dan terkonsentrasi dalam satu
organ atau satu tangan Yong memung-
kinkan terjadinva kesewenang-wena-
ngan."

B. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan for-
mal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan
tegislatif (dibenn oleh Undang-Undang) atau
dari kekuasaan cksckutiffadministratif. Kewe-
nangan merupakan kekussaan terhadap segolo-
ngan orsng-orang terieniu atau Kekuasaan ter-
hadep suatu bidang pemerintahan terteniu
vang bulal. Sedangkan wewenang hanys me-
ngenai sesuaty onderdll tertentu saja. D dalam

! Jimly Asshiddigie, Pokak-Pokok Hubien Tata Negora
Maoresia Peseo Reformiai, W, 143,

Momon Mulyons

kewenangan terdupat  Wewenang-wewenang.
Wewenang adalah kekunssan uniuk melaku-
kan sesuat tindak hukum publik.

Agar kekuasawm dapat dijalankan maka
harus ada penguasa atou organ schingga Me-
para iu dibaratkan sebapai himpunan jabatan-
jabatan (een armbien conplext di mana jubatan-
jabatan itu diisi olch scjumlah pejabat vang
mendukung hak dan kewajiban tertentu berda-
sarkan konstruksi subyek-kewnjiban.

Dengan demikian kekuasaan mempunya
diza aspek. yaitu aspek politik dan aspek hu-
kum, sedangkan kewenangan hanya beraspek
hukum sematas. Artinya, kckuasaan itu dapat
bersumber dari konstitusi, juga dapat bersum-
ber dan luar konstinosd (inborstifusional), mi-
saliva melalul kudeta atau perang. sedangkan
kewenangan jclas borswmber dan kanstitusi,

Kekuasaan, kewenangan, dan wewe-
nang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja
dengan kewenangan, dan kekuasaan sering di-
pertukarkan dengan istilah kewenangan, demi-
kian pula schaliknyn, bahkan kewenangan
gering disamakan jugs dengan wewenang, Ke-
kuazagn hissanya berbeniuk hubungan dalam
arti bahoa “ada satn pihak yang memeriniah
dan pihak lain yang diperintah™ fthe rule and
the ruled).”

Tindakan pemenntahan disvarutkon ha-
rus bertumpu atas kewenangan yang dah, di-
mand Kewenangan i diperoleh dengan liga
sumber, yuiu ainbusi, delegasi, dan mandat

Kewenangan atnbusi lazimmya digaris-
kan melalu pembagion kekunsaan negara oleh
undang-undang dasar. Kewenangan deélegasi
darn mandat adalali kewenangan yang berasal
dari pelimpaben. perbedsan antam delegas
dan mandat. Dalam hal delegasi  mengenai
prosedur  pelimpahannya bernsal dori suato
organ pemerintahan  kepada organ pemerin-
tahan vang lainnya deagan peratucan perun-
dang-undangan, dengan anggung jawab dan
tanggung gugst beralih ke delegataris. Pemberi
delegasi tidak dapat menggunakan wewenang
itw lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan
berpegang dengan asas “comtrarius actus".
Artinya, sctiap pervbahan, pencabutan suatu
peraturan pelaksanaan  perundang-undangan,

¥ Mirinm Budierdjo, 1998, Daser-Dasar Theu Polink,
Jahianuy Gramedia Pustaka Unama, him, 35-36
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larn hal mandat, prosedur pelinpahun dalam
mﬁ:hhnmﬂmhﬂhmmbﬂli-
fal rutin. Adapun tanggung jawab dan tang-

kum frechokrachi) Pengertun wewcnang it
wendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.

Duri pengenian kewenangan schagaima-
i teriehit di atas, penulis berkesimpulan bab-
wa kewenangan (anrhoriny) memiliki pengerti-
an yang borbeda dengan wewcnang (compe-
rence). Kewemangon  merepakan  kekuasaan
frmal vang berasal dan undang-undang, sc-
dangkan wewenang adalab sustu spesifikash/
bagian dani artinye bamny siapa
fsubyck hukum) vang diberikan kewenaagan
oleh undeng-undang, maka ia berwenang un-
fuk melakukan sesuaty yang terschut dalam
kewenangan i

. Managemen Kepegawalan

Mangjemen  Apasur  Sipil  Negara
(ASN) disclenggarakan berdasarken  Sistem
Menit, yang berdasurkan  pada  kusliflod,
kompetensi, dan kiners secars adil dan wajor
dengan tanpa membedakan lstar belakany
poltik, ras, wama kulit, agama, ssal-usul, jenis
kelamin, status pemnikahan, umm, aay kon-
s kevacatn

Manajemen Apanstir Sipil Negara wi
meliputi Manajemen Pegawai Negeni Sipil
(PNS) dan Manajemen Pegawal Pemerintah
dengan Kerja (PPPK). Disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor § Tahum 2014

o wighe dan Mok Mabfid M, 2006, Polok-Pe-
ko ik Agwiiaiimoni Negarn Yogyskarts Liberty.
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Temang Apmatur Sipil Negara torsebut, Presi-
den dapat mendelegasikan kewennagan pem-
hinaan Mansjemen Aparstur Sipil Negan ke-
pada Pejabat yang Berwenang di kementenian,
sekrstanat jendral'sekretariat lembaga negara,
sekretariot lembags nonstruktunal, sekretarls
dacrmh/provinst dan kabupaten/kota. Pejabar
vang berwenang schagaimana dimaksud mem-
berikan rekomendasi usulan kepoda Pejabat
Pembina Kepegawalan (PPK) & instansi ma-
sing-masing “Peiabat yang Berwenang me-
nguwilkan pen pemindahan, din
ian Pejabat Admiistrasi dun Peja-
it Fungsiona! kepada Pejahat Pembiia Kepe-
wwaian 01 instanst masing-masing.” bunyl Pa- |
sal 54 Avat (4) UL int. Manajemen Pegawai
Negert Sipil poita Instansi Pusat, meunit Un-
dung-undang No. § tahun 2014 weatang Apara- |
wwr Sipil Negara i, dilsksanakan ofch peme- '
rintuh psal, sementara Mansjemen Pegawai
Neyeri Sipil poda Instimsi Dacrah dilaksana-
kan olch pemerintah dacrab, Pasal 56 UU No,
£72014 mencgiskan, setiap Instansi Pemerin:
by wajih menyusm kebutuban jumish dan je-
mis jobatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
analisis jabaman dan analisis beban kera. Pe-
nyusunan kebutulan schagaimana dimaksud
dilakukag wrtuk jangka wakw § (lima) tahun
vang diperinci per | {satu) fabun berdasarkan
proritas kebutuhan
Pegawal Negeri Sipil jugn dopat diang-
kst dlam jabatsn tenentu pada fingkungan
Temara Nasiowal Indesesia (TR dan Kepo-
listan Negam Republik lndonesia, dengan
pangkal ot jubatan yang disesusikan denyan
paaghut den jabaran di lingiomgan mstans
Tenma Nasional [ndonesia dan Kepolisian
Negars Republik Indonesia. Adapun pengem-
bangan karier NS dilakukan berdasarkan ku-
alifikest, kompetenst, penilaian kinerja, dan
kehutuban Instansi Pemerintah, yang dilako-
Lan dengan mermpertimbangkan integritas dan
morilitas, sementam promosi Pegawai Negen
Sipil dilakukan berdusarkan perbandingan ob-
jextif antura kompetensi, kualilikasi, dan per-
Juian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja-
sama, kreativitas, dan dar tim
penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil pada [ns-
tansi Pemerintah, tanpa membedakan jender,
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sk, agama, ras, dan polongan, “Setiap Pega-
w2 Negen Sipil yang memenuhi syaral mem-
gy hak yang sama untuk dipromosikan ke
wmjang jabaran vang lebih tingg, vang dilaku-
ian oleh Pejobat pembina Kepegawiian sote-
ah mendapat pertimbangan tim penilai kinerya
Pegawal Negeri Sipil pada Instnsi Pemerin-
=k " bunyi Pasal 72 Avat (3) Undang-Undang
somor 3 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

VL Pegawai Negerl Sipil (PNS)

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negam, pasal 6
menvatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil
Megar terdirn oo, Pegawar Negen Sipil yang
sclanjutnya disingkat PNS adalab warga ne-
=z Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
Siangkat sebagai Pegawai ASN secara ielap
olzh pejabat pembina kepegawaian uniuk men-
duduki jabatan pemeriniahan; b. dan Pegawai
Pemerintah dengan Pcrim_ujinn Kerja vang se-
LBamutnyn disingkat PFPPK".

Menurut Famus Limum Bahasa [ndone-
siz WIS, Pocrwadinata, kata pegawai berarti:
“orang yang bekerja pada Pemerintah (perusa-
Bzan dan schagainya).” Sedangkon “negen”
berarh "negam” auw “pemerintab,” Jadi pega-
w2l negeri adalah orang yang bekerja pada
pemerintah atau negara =

V11 Pembinaan dan Karier PNS

A, Sistem Pembinnan

Pembinaan mdalal suati proses ntau pe-
sgembangan  yang meneakup  uruEan-unitin
pengertian, diawall dengan mendirikan, me-
sumbuhkan, memelihara pertumbuban tersebut
vang disertan usaha-usaha perbaikan, menyero-
pumakan, dan mengembangkannys ',

Dalam definisi terscbul sccarn fmplisit
mengandung suatu interpretas: babwa pembi-
raan adalah segala usaha dan kegiatan menge-

" Undang-undang Momor 5 Taban 20014 tenmig Apan-
=t Sapil Mepgar

= Keputusan HKN MNopor 13 Tahup 2002 Tanggal 17
hani 20102

eng Sutisma, 1983, ddbninibred Pesficiban Doavar
Teoritis Limiuk Prakiek Profesional, Bandiing © Menerbit
Angha

Mfamran Walyama

il PeTEnCAnaan, pengorganisasian, pembiaya-
on, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan
suatu pekerjaan uniuk mencapai fujuan dengan
hasil yang maksimal. Uniuk menghindari bias
kepentingan individu dengan kepentingan or-
ganisasi, maka diperhikan pembinaan yang
bormuamn suatd wgas, yakni meningkatkan
isiplin d=n motivasi, Masyarakat mengariikan
peningkatan kepedulian urtuk turut berpantisi-
pasi dalam pembangunan sehingga pembinaan
berfiingsi untuk meningkatkan rase kebangsa-
an dan disiplin kerja vang tinggi untuk menca-
pai iujuan pembangunan nasional, agar pelak-
sumaEn Weas pegawai berdaya puna dan ber-
hasil guna perlu dilakukan pombinaan secara
tgrarah, Dengan demikian pelaksanaan fugas
dapat dilakukan dengan profesional. Profesio-
nalisme pelaksanaan pokerjaan dapat tercapai
jika pembinaan dimula dan saat scorang pe-
gawm diterima di insuansi dimana ia bekera,
alel karena i, sislem pembingan pegaveal
berkaitan eral dengan sistem pengangkatan pe-
gawal

Dhafam sisten pengangkatan pegawai -
kenal 3 pola yaitu : (1) Sistem Kawan (par-
vongge system): pada pola ini pengangkatan
pegawat dhdaasarkan pada bubungan antara
orang yang berkuasa dengan bawahan yang di-
angkat, dalam sistem ini ada dua carn peng-
angkatun yoitu ; sdonya hubupgen poliok dan
hubungan non polink (nepotisme), (2) Sislen
Kecakapan (mervir spcrem) dilakukan berda-
sarken; (a) kecakapan, (b) bokor, (¢} pengala-
mun. {3} Sistem kaner; dalam sistem kaner di-
bedakan dalam sistem kaner terbuka dan sis-
lem karier wenup, pada sistem Karir rerbuka,
lowongan kerja terbuka bagl siapa saja asalkan
mempunyal kecakapan dan kemampuan yang
diperiukan unmk jabatan yanyg (crsedia. Ke-
cakapun dan kemampuan dibuktikan melalui
ujian. Sedangkan sistem karier tertutup hanya
diperuntukkan bagi pegawai yang sudsh ada
dalam organisas) yang bersangkutan

B. Sistem Karigr

Terdapat beberapa konsep karier, yaitu ;
(1} karter scbaga susiy wuban promosi ataug
pemindahan (wansfer) laicral ke jabatan-jaba-

" SF, Marbun dan Mok, Mahfad MD, 1987, Pakob-Po-
kok Huknim acbministeas] Newora, Yoavakam : Liberny.
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tan yang lebih menurt Enggung Jawab atau
keJokasi vang lebih baik dalam atau menyilang
hirarki hubungan kerja selaraa kehidupan kerja
sescoranz, (2) karter sehagai penunjuk peker-
jaan-pekerjoan yang membentuk suaty pola
kemajuin yang sistemik dan jelas jalur karier,
(3) karier schagai sejorah scseurang ulau se-
rangkaian posisi yang dipegang selama kehi-
dupan kerja. Dari konsep-konsep farier mer-
pakan suai rangkaien srutan pekerjaan dalum
pula kemajuan tertenty pada kehidupsn karya-
wan, dissmpaing konsep tersebut ada hal yang
harus dicermati oleh karyawan/pegawa agar
tejadi keselarasan antara keinginan dan hara-
pan individy dengan sistem yang ada, yaim
mencakup: (1) jalur karier fcaresr penhn) ywiu
pola  pekerjaan-pekeraan  benumutan  yang
membentuk karier sescorang: (2) sasaran-sasa-
ran karier (earéer goal). Merupakan posisi i
wakiu vang akan dotang dinuna séscorang
berusaha mencapai sebagai bagian dan kaner-
aya; (3) perencanaan katier feareer planning)
proses melzlui mana $eseoning rremilih sasa-
ran karier dan jalur kesasaran lemsebut; (4) pe-
ngembangan karer {career develupment) me-
rupekan peningkatan-peningkatan pribadi yang
dilakukan sescorang umtuk mencapai suatu
rencana karier. Dalam meusikapi sistem karier
ini untuk selalu siap menggunukan kesempatan
karier vang ada, harus dimulai dari perenca-
naan karer meskipun pada kenyatannnya ticlak
selaly menjamin selaln keberhasilan karier.
Namun karier harus tetap dikelola melalhii pe-
rencanaarn vang cermat, agar siap memanfiat-
kin berbagai kesempatan karier afaupun me-
mudahkan penyusunan stavving (personalia or-
ganisasi)'".

Datam pengembangan karicr, berarti pe-
gawal yang mengikuti program ini dipersiap-
kan untuk kedudukan yang lcbib tinggi yang
direncanakan olch instansi atay organisasi da-
lam waktu yang panjang, hal ini berbeds de-
ngan promosi, yang hanya berlaku simpkat
dnlam wakiu im'®. Program pengembangan
ke-rier im sendin horus mengandung tiga

¥ Qafri Mugraba, dkk, 2003, fikum Admincstran Nega-
ra, Jukiria - Badan Penerbit Fakubiss Huksim Universi-
i Indonesin.

% gimamorn, H, 1995, Monjentes Sumber Dova Manw-
picr, Yogyakaria : STIE YKPHK.
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unsur pokok yaite: (1) membaniu pegawai
dalarm  menilai kebutuhan  karier internnya
sendiri; (2} mengembangkan dan
membentabukan  kesem-patan-keserpatan
karier yang ada dalam or-ganisasi; dan (3)
menycsuaikan  kebutuhan  dan  kemampaan
pegawal dengan kescmpatan ko-rer, Unsur
tersehut periu dipenubi karena peda dasamya
karier seseorang merupakan unsur kehidupan
vang sangat periing dan pribadi. dalam hal ini
orpanisasi  haris  mengijinkan bap omng
mengambil  keputusamiya  sendiri.  Tugas
manajer personalia hanyalah membaniu dalam
proses  pengambilan  keputusan  dengan
membenikan informasi den menggambarkan
jatur-jatur karicr dalam organisasi. Selanjuinya
apabila pegawal telal menilai dengan seksama
kebutuhan-kebutuhan atau kariernya dan telsh
mengetahul kesempatun-kesempatan karier or-
ganisasi, maka tinggal penyesusian keduanya
saja. Tekanan terutama diberikan kepada k-
nik-icknik  pengembangan mdividu dengan
memasukkin tujuan pengembangan pribadi di
samping wjusn-jum pekerjaan yang lebib
penting, Keputusan pemindaban dan promesi
khusus yang diambil olch manajemen untuk
masing-masing pegawai merupakan hasil ter-
akhir dani program pengembangan karier'”

YL Pembasin

A. Pola Karier Pegawai Negerl Sipil berda-
sarkan Peraturan perundang-undangan
Pengembangan kaner dapat kita artikan
schagni sebush pergerakan vertikal dani jaha-
ban pegawal negara atan aparstur sipil, yakni
nilk atag turaonys scorang pegawai dalam
pangkat maupun jebatannya, terkait dengan
pengembangan karier didalam Undang-undang
Nomor 5 Tahion 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara memberikan isyarat untuk diperhatikan
dalam:
Pasal 69 Ayat | dan 2 yakni
Kounlifiknsi:
Eompelensi:
Kinerja;
Kebutuhun organisasi;
Mempenimbangkan Integritas;

" Tiokroamidjojo. 1981, Pemgrmtar Hubim administra-
&l Pembampmaan, Jakaria : LPIES.
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6 Mempertimbangkan Moralitas."

Kualifikusi sangal berkaitan eral dengan
pengkiasifikasian yang diamanatkan  dalom
Pasal 68, Setefah dilakuken pengklasifikasi
jabatan maka tentunya akan mengkemucut pada
ketentuan jabatan terentu yung hanya dapat
diisi oleh pegawal dengan kualifikasi terentu,
Pegawni yang tidak sesuni dengan kunhifikasi
jabatan tersebut otomatis gugur dan sk dapat
mengmpati jabaian tersebut. Kualifikasi ini da-
pat dilihat dar senioritas dan dafiar urut ke-
panghkatan.

Kempetensi yang dimaksud i oles di-
jelaskan dalam ayal pasal 69 sebagai berikut :
syl (3} Kompetensi scbagaimanz dimaksud
myai (1) meliputi: a). kompetensi teknis yang
divkur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelathan cknis fungsional, den pengalaman
bekena sccara teknis; b), kompelensi manajc-
rial yang divkur don tingkat pendidilkan,
pelatihan struktiral atau manajomen, dan pe-
ngalaman kepemimpinan; dan ¢).  kompetensi
sosial kulwral yang divkur dori pengalaman
kerian berkaitan dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku, dan budays schinggn
memiliki wawasan kebangsaan,

Ayat (4) yakni : Integritas schagnimana
dimaksud pada ayai (2} diukur dan kgpejuman,
kepathan terhadap ketentuan peralurn per-
undang-undangan, kemampuan bekerjn sama,
dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa
dan pegara,

Ayat (5) Moralitas schugaimani dimak-
sid pada ayat (2) diukur dori penerapan dan
peogamalan nilei etika agoma, budaya, dan
sosiil kemasyarakaian,

Terkait dergut kompetensi terdapal be-
berapa yang bersifat abstrak yuitu kompetensi
sosiokuliural yang memang sulit untuk diukur
serta indikatornyapun akan dapat kita artikan
secara berbeda antara satu pegawai dengan pe-
gawal lainnyn. Perbedoan pandangan terhadap
komplensi ini akan sangat numgkin terjadi.

Akan tetapi untuk kompetensi teknis dan
manajerial sesungguhnya dapat saja disusun
schush indikator yang terukur dan disepakati
bersama, misal fentang pendidikan teknis o

* Undang-Undang Nomor 5 Talsin 2014 tentang Apars.
ror Sipil Megara.

Alomiss Mulyana

tentunya dapat dilibist dari latar belakang pen-
didikan, diklai tekms dan kursus-kursus yang
pernah ditkuti, demikian pula kemampuan Ma-
najerial in dapat divkur dengan melihat penga-
laman bekeoga stan pengalamon menduduki
jobatan tertentu, diklar strukiuenl yang telah
ditkuri dan lnin schapainys, akan tetapi pada
pelaksanaannya  sampai saat ini masih banyak
terjacdi Pegawai Negeri Sipil vang melaksana-
kan pendidikan setelah ifa duduk dalam jaba-
tan, maka sebaiknva hal tersebut tidak baleh
rerjodi lagi.

Chrganisasi pemerintah tentumya bukan-
lah . organisasi prival yang dapat relal lebih
mudah mengukur kinerja pegawainya. Jika
dalom organisasi privat kits dapat mengukur
kincrja dengan membandingkan mput dengan
outpud, melihat Keuntungan peruisabiaan vang
meningkat maka dalam organisasi pomerintah
vang nirlsba maka kinedja tidak dapat diakur
dari jumlal uang atau materi vang dihasilian,
oleh korena itu perlu disusun scbuah indikator
jelas dan terubour berkaitan Jdengan kinerja pe-
powal, Kchadiran Tim Penilai Kinerja scbagai-
mana amanal Pasal 72 Undang-Undang Ne-
mor § Tahium 2014 tentang Aparmtur Sipil Ne-
garg, ini adalah merupakan langkah positf.
Tentunya dengan ketentusn pelaksanaan Tim
i1 harus obyektill Tom haros mumpu melaksa-
pakan wgasnya secara profesional, jujur dan
ransfaran melalul indikator pengukuran yang
terukur, jangan sampal keberadaan tim Penilai
i serupa dengan keberadaun Baperjakat saat
inl yang saul dengan kepentingan politik dan
Kedekatan

Jabitan merupakan wdaman dan Keingi-
nan diar sctiap pegawai, oleh karena jtu jami-
oan yaug jelss terbadap pengembangean Karir
seorang Pegawail Negeri Sipil, untuk mencipia-
kan orgamisasi yang efektif harusiah dimulai
dari meningkatkan cfcktifitas Pegawni Megen
Sipil, Tanpa ada jaminan terhadap pengemba-
g Karr seorang pegawal maka penimpgkatan
efektifitas organisasi adalah schbunh kemusta-
hilan, hal vulah yang selama ini tergadi, ndak
adanya pola pengembangan Karir yang jelas
menyebabkan Pegawai Wegeri Sipil tidak me-
miliki motivasi untuk berprestasi, hal ini me-
nyebabkan organisasi berjalan di tempat atau
paling tidak berjalan lambat.
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Undiing-undang Nomor 3 @hun 2004
tentang Aparatur Sipil Negar ini juga men-
ciptakan schuah terobusan baru dalam hal pe-
ningkatan Komptensi Pegawal Negeri Sipil
yikni schagaimana tercantum dulum Pasal 70,
yakni,

Avat (1) Setizp Pegowii Aparatur Sipil
Negarn memiliki hak dan kescmpatan umfuk
mengembangkan kompetensic Ayat (2) Pe-
ngembangan kompetensi sebagaimana dimik-
sud pada avat (1) antars fain reelaiul pendidi-
kan dan pelatihan, semunar, kursus, dan pe-
mtaran vang poda intinya adalah tentang
pertunya disusun sebuah rencana pengemba-
ngan komperensi pegawal negen per tabun
Anggaran, pelaksanaan pengembangan potensi
tersebut Lehih ringi dijelaskan dalam pasal 70
avat 3 dun 4 yakni melalui pencmpatin semen-
tara (magang) di beberapa instanst batk pusat
maupun dacrah paling lama | tahun serta mie-
lalui permkaran dengan instansi swasta dengan
janpka wakin paling lama sam Talun.

Pola Karier sangat berhubungan et de-
ngan pengembangan Karer, selain berfungsi
untuk schagai pedoman penjengunjang kanr
pegawai berfungsi jugs sebagai alat memioti=
vasi pegawai dalam bekerju. Pols kanr yang
baik akan memberikan kepastion kepada pe-
gawai tentang pelaksanaan mgasnya yarg akon
mencnuban mass depannya dalam organdsast.

Kepustian seperti promosi dalum jabatan,
sanksi terhadup pelanggaran schagai akibat da-
ri pekerjranya akan memacu pegawal untuk
senantiasa bekerja secorn maksmal, oleh kare-
i ity pols karir yang jelas sangatlsh dibutule-
kan untuk meningkatkan kinera pegawal yang
akan beruung kepada kinerja pemenntah sc-
cara keselurhan, walaupun Pola karier belum
dijelaskan dafam Undang-Undang ini, namun
harus mencakup pembagion jabatan bendisar-
knn kompetensi, karakteristik, mekanizme dan
pola kerja sebagaimana ketentu an pasal 68,

n untuk menduduki jobatan hans
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, moralites
dan intepritas pegawai serts kebutuhan instansi
schagaimana ketentuan pasal 69, Alur premo-
si, mutasi den demosi pegawai yang pasti serta
rewards dap punishment yang konsisten bagi

i.
Selam jabatan pola karier juga hani
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mencakup wnting kemungkinan peningkatun
dan penuruman pangkat baik reguler, pilikan
maupu istimewa vang dilaksanakan secarn
terukur dan dengan indikator yang jelus dan
disepakuti bersama olch pegawai, pola kaner
ini harus disuson sccard transparan dan dike-
whui oleh khaloyak umom teratama para pe-
awal, Sehingga sctisp pegawal memahami
konsekuensi darl setinp pelaksonaan pekerjaan
terhadap karier orgamisasinys di masa yang
akan datang.

B. Analisis Hukum Pola Karier Pegawal
Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DK
Jakaria

Pemerintoh Daersh Khusus lbukota Ja-

Yarta (Provinsi DK Jakamu) adalah provins

yang mempunyai kekhosusan dalam penye-

lenggaraan pemerintahan dacrah karena kedu-
dukanmya sebagai Thukots Negara Kesahun

Republik Indonesia, yang diawr dalam Un-

dang-undang 29 tshun 2007 tentang Pemerin-

tah Dacrah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Sebagai [bukota Negara Kesatuan Be-

publik Indonesia

(alsm penvelengoarsan  Pemerintahan
Pacrahinva  dilaksonakan oleh aparatur yang
terschar pada Saman Kerja Perangkat Duerah
btk di Sekretarian Daerah, Dinas Dacrah, Wa-
|ikotaKabupaten, Kecamamn dan kelwraban,
dengan jumiah Pegawai Negeri Sipiloya sam-
pai dengan bulan desember 2014 kurang lehib

Gty 000 Urang.

Paddia masa Gubimur Joko Widodo dan

Basuki T Pumama, telah tejadi beberapa kali

belaing jabatan yailu :

g Seleksi pada Mosa Gubernur Joko Widodo
I. Lelang Jabutan Camat dan Lurah,
Selcksi  terbukadelang  jababm
Camat dan Lurah, yang diikuti olch pa-
ra Camat dan Lurah {Wajib) dam terbu-
ka juga untuk terbuka kepada pegawai
lninya vang memenuhl pemsyaratan s~
cira umum  ditentukan tanpa melihat
lntar belakang pendidikan, persyaratun
terscbut digntaranya adalah :
& Pangkat Mimmal IVd (Camat)
1lf¢ (Lurah).
b. menduduki jabatan Camat / Lurah
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(Wajib}

€. Pernsh mengikuti Diklatpim IV,

Pada pelaksanasn Proses lelang
imi hampir seluruh Pegawai Negari Si-
pil Pemerintah Proviesi  Daerha Khu-
sis Thukaota Jekorta yang memenuin
pangkat dan persyaratan, turut men-
daftarkan karena menginginkan Jabatan
Camat dan Lurah, schinges jumlsh
pendaftar/peminatl melebihi jumiah Ke-
camutan dan Kelurmhan yang ada yaiiy
A4 Kpemnatan dun 257 Kelurahan,

Dalam Seleks wrbuka ( letang
jabatan ini melibatkan pihak lain sabiu
dari Kepolizian Republik lidanesia dan
Beberapa perguruan Tinggi, dan taha-
pun seleksi tersebul diwwali dan Test
Potensi Alademik vang dilakukan oleh
Badan Kepegawainn Doerah Provins
Daermh Khusus thokota Jakarts dengen
melibaikan Pihak Kepolisiun Republik
Indonesia. mhap berikutnyva ndatal As-
sesment, renlang wikiu anfara selcks
dengan pengumuman  hasil fest porensi
skademik tersebul snputiah juuh sekali
{1Bulan), karena sebelum diumumkan
secara terbuka masih dilakukan lagl pe-
nilaian oleh Tim Badan Pettimbangan
Jabatan dan Kepanckatan (Baperjakotl,
lalu dimmbkan dengan wmtan rmng-
king, namun denukian dar hasil selebsi
tersebut ternyats Udak memiasskan hag
penyelenggarun Femerminhan di ke
camatan dan kelurahan,

14

Lelang Inbaten Pada Badan Pelovasian
Terpadu Saiu Pinfu

Dalam rangks memngkaikan Pe-
layanan kepada masayorakal seris men-
cegah terjadi penvalahgunann kewens-
ngan, makn dilakukan seleksi terbuka
wniuk: Badan Peloyanan Terpadu Satu
Pintie Scleksi ini pun dilakukin sama
seperti seleksi terbuka untuk jabatan
camat dan lurah, bahkan banyak tedadi
Pegawni yang tidak me-ngikuti seleks
tapi mendapatkan Jabatan,

b Seleksi terbuka pads Masa Gubenur Basu-

ki 1. Purmama

Meuraan Malpana

Llengan dilantiknya Guberiur bar
wailu Bazoki T Pumama dalam wakiu vang
singkat, mengadakan suam gebrakan baru
lugi vaitu dengan mengadakan scleksi ter-
huki secare masal dan esselen 11 840 1V,
menunumnys i merupakan tentutn dari
reorganisasi vang ada di\Pemerinlah D
rali Khiesus Thukota Jakaria, dimana terjadi
perubahun struktur orgonisasi yang semula
Perda Nomor 10 Tehon 2008 digant de-
ngan Perda Nomar 12 twhun 2004 tenlang
Cirpanisssi Peranghat Daerah, didolam per-
da yang bary tersebut tenadi banysk peru-
bahan strukwr organisasi, schingga diper-
lukan penstaan Sumber Dova Mnmmia
(PNS) yang ada.

Seleks dilaknkan dengm  tahapan-
tahapan vang ditentuknn oleh pihak-pilink
yang berwenang bersmma dengan Badan
kepegawnian Daerah, sdapon mbapan ter-
sebiil adalsh sebagai beriku
. Seleksi tertulis
2. Pembuntan Makalah/Pemaparan
3, Assessment | Wawancara
4. Baperjabakal

Seleksi wersebur ditkut) oled sslurup
Pejabat structursl essclon IV s'd I wnpa
terkecuali apabila ada pejabuy definitip
vang tidok mengikutl seleksi maks diang-
gap mengundurkan din dan jabatannys,
akhir dani seleksi tersebut  adalah Badan
Pertimboanpan  Jabatun  dan  Kepangkiatan
i Bapenskat), hasi seleksi yang dilakukon
oleh Balan hepegawaian Daerad Pemerin-
tah Provinsi Daeran Khusus [bukota Jnkar-
iy iidak divmumkan:securs ierbuky bal ind
menimbulkan prasangka negatif  terhadap
proses seleksi lersebul, kurenn pada tong-
gal 2 Jangan 2015 Pejabat Sirukual vang
mengikuti seleksi dilantik di Monas, jum-
lah Pejabat vang dilantik dari esselon 11 </d
IV kurang lebih 2000 omng pada hap
pertama dan hebernpa han kemudinn dila-
kukin pelantikan lagi sebanyak 700 orang,
pelantiksn secara prasal ini juga dilakukan
terhadap para Comat, Lursh dan Badan Pe-
layanan Terpadu Satu Pintu, dimana Ca-
mal, Lurah dan Pejabal pada Badan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu tersebur tidak
mengikuti selekst, hal lnin yrng sangat me-
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ngejutkan adatah babwa Camar dan Lurah

serta Pejsbar Badon Peluyanun Terpudu

Satu Pintu vang Gdak mengikuti seleksi ia-

mun terjadi rotasi / mutasi yang tidak se-

hat, ini terlihat di beberapa kecamatin dan

Kelurahan seria Satuan ke Peranghai

Daerah /Unit Kerja Perangkat Dacrah yang

antara lain:

I. Semula menjabat Camat dan Lurah pa-
da sagt pelanmtikan tidak lagi schagui
Camat dan Lurah tapi dipindah pada
posisi vang lain di Saman Kena Pe-
rangkat Daerah (SKPD),

2, Sernula menjabat sebagai Lurah pada
saat pelantikan tidak menjabat Lurah
tapi scbagai Kepala SeksiKasubag pa-
dn Satuan Kerjs Perangkat Dacrab
(SKEPDY i wnit lain.

3. Pelamtikan ulang kepada Pejabat Bodan
Pelavanan Terpadu Satu Fritu yang ti-
dak mengikuti seleksi terbuka.

4. Pejabat vang mengikun seleks? banyak
yang tidak mendapatkan kembali jaba-
tan tersebut, ironisnya banyak pula pe-
jubal yang mendapatkon dug atou figa
posisi ditempat yang berbeda.

. Analisis Hukum
Diari Proses Seleksi yung dilakukan akeh

Pemerintah Dacrah Khusus Ihukota Jakans,

tentunya harus kita lihat dan dimulai dac atu-

ron normatifova schagaimana di atur dafam

Peraturan Pemerintah  No 100 tabun 2000 jo

Peruturan Pemerintah Mo 13 Tahun 2012 pada

Bab 11l pengangkatan, pemindahan, dan pem-

berhentian dalam dan deri jabatan struktural

Pasal 4-11 khususoya pasal 3 Persvarmtan [Pe-

gawal MNegen Sipil vang okan diangkat dalam

jobatan strukiwral, antara lain ;

1. Berstatus Pegawai Negeni Sipil,

2. Serendah-rendshnya memiliki pangkat saiu
tingkat dibawah jenjang pangkat yang di-
tentukan,

3. Memiliki kualifikasi dan tingkal pendidi-
kan yang ditentukan,

4. Semua unsur penilaian prestasi kerja ber-
nilal balk dalam dua tahun terakhir,

5. Memiliki kompetensl jabatan yang diper-
lukan,

6. Sehat jasmani dan rohani.
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Selain  persyaratan ierscbut, Pejabat
Pembima Repegawaian peru memperhatikan
faktor ; Seniorites dalam kepangkatan, Usia,
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan,
Pengalamon.

Lelang Jabaian Camat lerdapat peraturan
perundangan yang mengatur tentang Jabatan
Camai, vakni Permuran Pemerinah No, 19
Tahun 2008 tentung Kecanmian dan Peratiran
Pemerintsh No. 75 Tentang Kelurahan yang
mengatur tentang Lurah, untuk Camat dan
Lurah di Pemenintah Provinsl Dacmh Khusus
Ibukots Jukaris tidak menggunaken peraluran
terschut diatas, mengingat Pemerintah Provins
Dperah Khusus Ibikota Jakarts secar khnsos
mempunysi  Undimg-undimg  tersendini ymtu
ndang-undang Nomar 29 tahun 2007 entang
Pemenntah Provinsi Daetah Khusus Thukola
Jokarta Sebogai Ibukota Negora Kesatuan Re-
publik, sebagaimana tersebut dalam pasal 21
metvebutian babwa @ Ayat (2) Camat dan
Wakil Cama dinngkal dari pegawsi negeri si-
pil yang memenubi persyaratan: Aval {3) Ca-
mat dan Wakil Camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Gubermur atas usol walikotabupati sesuai de-
ingan ketentuan persturan penindung-ondangan
s Ayal [4) Camal bemanggung jawab kepada
walikota

Sedangkan untuk Lurah didasari oleh pa-
sal 22 mvar o2y Lurah dan wakil lutsh dianghay
dari pegawai negen sipil yang memenuhi per-
svaratan ; avat (3 Lursh dan wakil lurah scha-
gaimany dimaksud pada ayal (2) diangkat dan
diberbentikan oleh wallkotwbupail  berdasar-
kan pendelegasian wewenang Ciubemmur Lesuat
thengan ketenfuan perfuran perundang-unda-
ngan ; aval (4) Lureh berfanggung jawab Ke-
pada walikowabupati melaiul camat,

Unituk pengangbsatun Pegawai Negeri Si-
pil  dalem jabatan Strutural terdapat sebush
Badan vang dikenal dengan nama Baperjakal
yakni Badan Pertimbangan Jabatan don Ke-
pangkatan vang dibeatuk untuk menjamin kua-
litas dan obyekiifitas dalam penganpkatan, pe-
mindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dulam dan durt jabatan strukiural, kelem-
bagaan tersebut metgacu pade Peraturan Pe-
merintah Mo. 100 tabun 2000 Tentang Peng-
omgkatan Pegawal Negeri Sipil dolam jabatan
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Seruktural jo Peraturan Pemerintah No. 13 Ta-
8um 2012 perubahan pada Peraturan Pemerin-
wh No. 100 tabun 2000 Tentang Penganghkatan
Pegawai Negen Sipil dalom jabatan Struktural,
w25 bahwa Tugas pokok Baperjakat Instansi
Pusut dan Bapenakat Instansi Doerah Pro-
gt Kabupaten’/Kota memberikan pertimba-
sgun kepada Pejabat Pembing Kepegawaian
Pusat dan Pejabat Pemibina Kepegawaion Dae-
=2h Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengang-
katan, pemindahen dan pemberhentian dalam
dzn dan jabatan struktural Eselon 11 ke bawah,
&samping tugas pokok scbagaimana dimaksud
alsm ayal (4), Baperjakat bertugas puls mem-
berikan pertimbangan kepady pejabatl vang
serwenang dalam pembernian kenatkan pangkat
Sagi vang menduduki jebatan strukturl, nie-
sunjukkan prestasi kerja luar bizsa baiknya,
menemukan penemuan baru yang bermanfaat
Sagi negara dan pertimbangan perpanjangan
Satas usia pensiun Pegawai Negen Sipil yang
menduduki jabatan struktoral Esclon 1 dan
Esclon 11

Dalam Pasal 15

(1) Sustman keanggotann Baperjakal tendi-
ri-dan :

o, seorang Ketua, merangkap anggota;

b, paling banvak 6 (enam) orang ang-
gota; dan

€. scorang sekretaris.

{2) Untuk menjamin obyektifitas dan ke-
pastion dalam pengambilan  keputu-
san, angeota Baperjakat ditetapkan da-
lam jumlah ganjil.

(3) Ketuz Baperjakat Instansi Daerah Pro-
pinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi
dengan anggota para pejabat eselon LI,

Mrwran Wihuns

dan Sckretaris dijabat olch pejabal ese-
lon 11 yang membidangi kepegawaian.

(4} Ketua Baperjakat Instansi Daerah Ka-
bupaten/Kota adalah Sekretans Dacrah
Kabupaten/Kota dengan anggota para
pejabat eselon 1L, dan Sekretaris dijabat
oleh pejabat eselon 1 yang membida-
ngi kepegawainn.

IX. kesimpulan
Dan uraian tersebul diatas, maka penulis
dapat simpulkan sebagai bevikut ;

1. Pola Kaner merupakan iduman bag se-

hap Pegawai Negen Sipil, karena di
dalam karier ada peningkatan jabatan,
pangkat, reward dan funishman. Pola
Karier bagi Pegawai Negeri Sipil me-
nurit Undang-undang Nomor 5 tahun
2004 temtang Aparatur Sipil Negara,
berdasarkan Kualisfikasi, Kompetensi,
Finena, Kebutuhan Orpganisasi, Mem-
pertimbangkan Integritas’ dan Morali-
a8,
Bahwa Poln karier terhadap Pegawai
MWegeri Sipil Daersh Provinsi DK Ja-
karta, dilakukan tidak sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan  vang
berlaku, vaitu Peratran Pemenntah
Momor 100 Tabun 2000 teéntang Peng-
engkatan dalam Jabatan Struktural lo
Peraturan Pemerintah NMomaor |13 Tahun
2003 tentang perubaban Peraturan Pe-
merintah Momor 100 whun 2000 (en-
tang Pengangkatan dalam  Jabatan
Struktural, Tentunya hal tersebut diatas
adalah cacat hukum.,

]
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